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PERATURAN BUPATI MANGGARAL TIMUR
NOMOR 29  TAHUN 2015

TENTANG

OROCANIBASI DAN TATA KERJA
SATUAN PERDIDIXKAN NONFORMAL SEJENIS
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

Menmbang i A bahwa Pendidikan Formnl ¢f Kabupsien Musgguarnd
Timur belum mampu memenuhi kebutuhan
manyarnkot Manggaral Timmur akan
pendidikan maks perfu dibentuk Ongurususi dan

Tonta Kerin  Pendidikan Nonformal sepenis

L babvwa berdasariaz  periimbangen  sebagaimana
dimaksud dalam haruf a, perlu  meoctapkean
Fermturan Bupet Mangganrmi  Timur tentang

' Organinani dan Tata Kerje Saman  Pendidibown
NonFormal sejenis Kabupaten Manggaral Timur:

Mengingat ¢ ) Undang-Undang Nomor 20 Tabuas 2000 tentuny
Sistem  Pendidikan  Nosonal (Lembaran  Negars
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 7H
Tambahan Lembamn Negara Repulibk Indonemia
Nomor 4301|;

2 Undang-Undang Nomor 36 Tehun 2007 tentng
Pembentukan Kabupaten  Muansgoasd  Thour o
Provinst Nusa Tenggera Tunur (lembmran Negara
Republik Indonesss Tahun 2007  Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara Republk [Indonessa
Nomor 4752);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang
Apamtur Sipil Negara (Lembaran Negapa Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik indoneszm Namor .fnw/



4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentung
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Hepubilik
Indanessa Tahun 2014 Nomor 244, Tumbohan
Lembarun Negara Republik Indonesm Nomor 5587)
sebagaimuna telah dinbah beberapa kall temikhir
dengan Undang-Undang Nomwr 9 Tauhun 2015
tentang Perubahan Kedus Awss Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 ientang Pemerintalun
Dacrah (Lembamn Negara Republik Indonesin
Tahun 2015 Nomor 5K, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesin Nomar 5679

5 Peraturnn Pemertntalh Nomor 100 Tahun 2000
tentung Penganghatan Jabatan Fegawal Negero Sigal
dalam Jabatan Struktural [Jemlssesn  Nepgara
Republik Indonesan Tohun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4018] sebagsimanas telah diubah dengan
Peruturant  Pemenntahy  Nomor 10 Tuhus 2002
tentang  Ierubahan Ates Peratumn Pesiertniah
Nomar 100 Talun 2000 tentang Pengunghontan
Jabatan Pegawal Negert Sgul  dalon Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 313, Tambahan Lembaran
Negamm Republik Indonesin Nomar 4 194),

6. Peraturan Pemerintah Nomar 9 Tahun 2000 tentang
Wewenang Pengangkatan,  Pesundalas dan
Pemberhentian Pegawut  Negert Sl (Lemmbaran
Negam Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan lLembarsn Negarm Republik Indoness
Nomor 4263) wscbaguimana telah diubah dengan
Feratumn Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemenmah
Nomaor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan  Pemberhentian
Pegaway Negeri Sipll ((Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2009 Nomor 164);

7. Pemmturan  Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang  Pengelalaan dan Penyelenpesrnan
Fendidilkian  (Lembaran Negars Republik Indonessan
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahatt Lembaran
Negarm Republik  Indooesin  Nomor 5105
schapumana telah  divhah  dengan  Peraturnn
Pemertintah  Nomor 66 Tahun 2010 1entang
Perubalan Atas Peraturan Pemesintah Nomoe 17
Tahun 2010  tentung  Pengelollan  dan

Penyelengguruan  Pendichlain (Lemubaran Nepm/



Memperhatikan

Menetaphan

Republik  Indanesis Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negura Hepublie [ndonesi
Ramor 5157);

Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
20006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangun
Dnerah scbagaimana telah diubah beberapa kall,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomar 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peratummn Menteri Dalam Negen  Nomor 13
Toahun 2006 tentang Pedoman  Fengelolann
Keunngan Dueraly;

. Peruturon Mentenn Pendidikan dun Xebudayaan

Republik Indonesia Nomee 81 Tahun 2013 tentang
Pendirsan Satuan Pendidikan Nonforemal;

Surst dari Dirciktorat Jendern] Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyaralat, Kementeran
Pendidikan dan  Kebudaysan,  Nomo!108S,
C.CAI/PR/2015 tengm! 3 Juli 2015 Pershal;
Permphonun Perulsaban Stius UPTD SKB mergad)
Saruan Pendidilkkan Nanformal

¢ PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SEJTENIS KABUPATEN MANGOARAI TIMUR

Dalam Peruturan Bupati ind, yang chmakaud dengan -

Daernh adalah

Kabupaten Manggaral Timur,

1

2 Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kabupwien Manggaral Timur

3 Bupati adalah Bupath Manggseai Tunur,

4, Pendidikan Nonformal scelanjutayn disobut PNF adalah jalur pendidiken o
luagpmdlﬁhnﬂmnl yang dapat dilaksanaknn secars terstrukiur dn

en

PNP Scjenis

Marygesral Timur,

benenjang
Satunn Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnys disebut satuan

satunn Pendidikan Nondormal socnis"}nhxpun



6. Satuan PNF Sclenis wadalah  kelompek  layanan  pendidikan  yang

e g Saster gy

7. Progmm nonformal adalah  layanan pendidikan  yang
disclenggarakan untuk memberdayukan mesyarakat melalui pentidiknn
kecaknpan hidup, pendidikan anak usis dinl, pesdidikan kepemudaun,
pendidibknn pemiberdayaan perompuan, pendidikan  keaksarsan,
penadidilown keteramyrilen dan pelatiban kera, pendidilan kesetarann serta
pendidikan lun yang dingokan untuk mengembangkan krmampuan
peserta didak.

A Penllik adalah pegawni negent nipd yang diber) ugas, anggung jewab ¢an
kewenangan melakulan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformad,
terdirt dari penilik PAUD penilik pendidikan kesetursan dun keaksarsan
dan penilik kursos,

9. Dinus adalal: Dinss Pendidikan, Pemuds dun Olabrags Kabupates
Manggaral Timur,

10, Repala Dinas adalah  Kepmla Thnes  Pendidiken, Prmude dan Olahraga
Kabupaten Manggaurai Tiomur.

11, Satuen PNF Sejenin terdiri atan rumah pintar, balal belujar bersamn,
lembags bimbingun  belgjar, sertn bemtuk  lun  yang  berkembang

dan ditetaplan oleh Direkiur Jendoru) Peadidikan Anak Usia
Dennl, Nonfoemal dan Informal.

12, Kelompol Jubstan Fungsional adalah Kelompok Pegawnl Negen Sopil yang
diberi hak dan wewenang secara penub oleh pejabat vang berwenang
sesual tudang keahizan maning masing

Pasal 2
Dengan Peranturan Bupatl s, dibentuk Orguousas den Tats Kerd Satun
PNF Sejenin Kabupaten Manggarai Timur

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3
(1) Satuan PNF Sejenis sebognimana dimukesud dalam Pasal 2 adalah unsur
pembunty pelaksana teknis aperasons] Dines.

() Satuan FNF Soemin sebagaimana dimalomd poda syat (1) dipimpin oleh
seormng Kepala satunn PNF Scjerus yang berkedudukan dibuwah dan
bertangeung jawad kepada Bupat melalul Kepala Dines.

(3} Kepala satuan PNF Scietis merupakan jabatan fungsions) ' Belajar
yang dibers tugas tumbahan sebagai kepala satuan m&yjm?



BAD I
mmmmwmw
Hagizn Kesatn
Susunan Organisass

Pusal 4
(1) Susunan orgamsasi Satuan PNF Sgents terdin atas

u. Kepala ;
b Urusan Tits Usahadan
c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Kepaln sebagaifonna dimaksud pada syt [1) hurd! & menjalankan g
dan mengelols satuan PNF Sejenis
(3) Urusan Tuta Usaha schagaimana dimakwsud poda syst (1) huruf b
menjalankan tugns administrasi satuan PNF Sejerun
4] Kelumpok Jubwtan Fungsional seboguimans dimaksod pade avut |} hural
mmmmwmmummmwmn
mmmsdaﬂ-

Pasal &
Swrulaur Organtsam satuan PNF Sejenis sebagaumanas dupaksud dalam
Pasal 4 toreantiun peda Lampiran  yang merupsaban  bagian  tdak
leepisahkan dari Peraturun Bupati inl.

Bagias Nedus
Tugas Pokok dan FPusgs
Satuan PNF Scyenis

Pasal 6

1) Satunn PNF Scjenis mempunyal tuges menyelengearakan program PNF
Scjenis serta pelaksansan tugas lin yang diberikan odeh Kepala Dinns

|2} Satuan PNF Scjenin dalam melaksanakan tugas sebagammana dumaksad
pada ayat |1) menyelenggarnkan fungss:
3 pelaksannan program  pendidikan Anuk unin dini dan  pendidian
masyarakat;

b, pelaksanaan dan pembingan pendidik dan tenegs kepondididan samuan
pendidiknn Nenformal lunnya;

t. pendampingan bag satuan pendsdiln lun yang menyelenggaonkan
program pendidilcan anak usia dini dan pendidikkon manyarnkat:

¢, penyelenggarnan progmm percontohan pendidikan anak usis dind dan
pendidikan masyaralat;

0, pengembangen kurikaudum dan baban belajar muatan Jokal bay program
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat,

f. pusal penyelenggarsan penilamn program pendidikan anok wmn din
dun pendidikan masyarakat;

9 gmb:'snun program petsgnbddian masyarakat i bidany pesdidikan non

i

h, peladsanann dan pembinaas hubunges kerje sams dengafs srang tun

peserta ditik dan masyarakat, ,(



|, pelaksanaan sdministras pada satuan PNF Sejenins; dan
J. pelaksanaan fungw lain yang diberikan oleh kopals Dinaes

Pasal 7
(1) Kelempok Jabatan Pungsional & lUngloungan Setuan PNF - Sejpenis
mempunyal tugns melaksanakan scbogion tuges Satuan PNF Sejonis
sesual keahlian dan kebutuhan

(4} Sevap kelompok Jabatan Pungmonal sebagaimana dimakesud pada ayat |1}
dipimpin oleh seormng tenagn Pungsional Senior yang diangkat oleh Bupan
atas usul Kepala Dinas.

(N Jumlah dan jenis Jabatan Pungssonal sebaguimana dimaksod pada avat
(1) ditentukan berdasarkan keburuhan dan beban kerjs yang diatur sesuu
dengan ketentusn Periturnn Perundang - undangan yang berlaks

BAB IV
TATA KERJA
. Pasal 8
Dulnm melaksanakan tugas Sutunn PNF Sejenis wajib menecmphan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikesi baik dalam lingkungan
MASNR GASINE MALUPUN ANIAr MATUAN OrgAnIsan sesual dengan tugasnya

Passl 9
Setinp pimpinan satuan organisasi dalam bngkungnn satuan PNF Sejenin
bertunggung  juwal memimpin, mengowas dan mengoerdinasiun
bawanhannya dan memberikan bisbingan serty petunjubk bDagl pelakossnans
W-Mg sesual dengan Peratuman perundangan-undangnn yang
ber .

Pasal 10
Setlap plmpioan sutuan organisasd dudam lingloungen Satuan PNT Sejetls
waibh mematuhl ketentuan peraturan Perundang-undangnn  yang berlaku dan
wib menyampmikan lapoman pelaksanann tugas securn berkala kepada
AlmBATIOYW.

BAB V
PENOGANGEKATAN DAN FEMBERNENTIAN

Pasal 11
Kepala Satuan PNF Scienia, Kepals Urusan Tuwa Usaha dan Jabawn
Punguional  dianglat dan  diberhentikan oleh Bupatl sesin  kerentian
Pummmnndmg-undmmmbnﬂnku/



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Puaal 12
Foda saut kr-nlnn Bupati inl  berialeu, maks Pusal 2 ayatl (3] hural
Peraturan Bupall Nomor 3 B Tahun 2013 tentang Organisams dan Tate Xerin
Usslt Pelaksans Teknis Dinas Peodidilan, Pemudn dan Olahragn dicabut doan
dinyatalan tidak berlaku.

Pusal 123
Pesaturnn Bupatl g mulel berlakos pada tanggnl dmndanghkan.

Agar setinp aomng mengetahuinys, memenntahlan pengundangan Froattimn
#mpl.n' ini dengan penempatannya dalum Berita Doerah Knbupaten NMangganm
ur.

Ditetiphan di Boreng

e

OLA BEDA

DAERAN KABUPATEN MANGOARAI TIMUR
N 2015 NOMOR 24



